
 
 

WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR  27  TAHUN 2013 

 
 

TENTANG 
PENGAWASAN BARANG BEREDAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SORONG, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5 
/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang 
dan atau Jasa, maka perlu penyesuaian dengan kondisi 
 Daerah; 

b. bahwa untuk maksud tersebut  dalam huruf a, diperlukan 
Regulasi untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengawasan Barang Beredar; 

 

Mengingat :   1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3193); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 
tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonisia Nomor 3656); 

  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonisia 
Nomor 3817); 

  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonisia 
Nomor 3821); 
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  6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 
Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang  
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3960); 

  7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Perindustrian ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonisia Nomor 4045); 

  8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonisia Nomor 4131); 

  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  
Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5233 ); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonisia Nomor 2473) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

14. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 
1999 tentang Label dan Iklan Pangan( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonisia Nomor 3867); 
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15. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonisia Nomor 4593); 

                      16.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/M-
DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantunan Label; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

Dan 

WALIKOTA SORONG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BARANG 
 BEREDAR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sorong. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintah Daerah. 
 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DRPD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 
 

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong. 
 

5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
 

7. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak 
dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
 

8. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen. 
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9. Barang dan atau jasa yang beredar di pasar adalah barang dan atau 
jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, 
diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko 
modern dan atau pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan didalam 
gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah 
Pemerintah Kota Sorong, baik yang berasal dari produksi dalam 
Negeri maupun Impor. 
 

10. Barang yang dilarang beredar di pasar adalah barang tertentu yang 
perdagangannya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

11. Barang yang diatur tata niaganya adalah barang asal impor atau 
produksi dalam negeri yang perdagangannya hanya boleh dilakukan 
oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

12. Barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa 
apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari 
hasil produksi dalam negeri yang dengan atau berdasarkan 
Peraturan Presiden ditetapkan sebagai barang-barang dalam 
pengawasan. 
 

13. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak 
pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli 
terbentuk. 
 

14. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan 
barang dan atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor 
atau sub distributor, agen, atau pengecer kepada konsumen. 
 

15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan . 
 

16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 

17. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan 
konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-
syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta pengalaman, 
perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 
 

18. Standar Nasional Indonesia yang disebut SNI adalah standar 
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang 
berlaku Secara Nasional. 
 

19. Standar Naional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut 
SNI wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib di seluruh 
Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri teknis terkait. 
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20. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk 
gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang 
memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha 
serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan 
kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan 
barang. 
 

21. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen. 
 

22. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh 
pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang 
di jual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan 
operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. 
 

23. Penawaran adalah proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh 
pelaku usaha untuk menjual barang dan atau jasa kepada pihak 
lain. 
 

24. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
informasi suatu barang dan jasa untuk menarik minat beli 
konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan. 
 

25. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara memberitahukan, 
atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau 
pesan yang mendorong, membujuk khalayak ramai, agar tertarik 
kepada barang dan atau jasa yang ditawarkan, dipasang di media 
masa, media elektronik, dan atau media lainnya. 
 

26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan atau 
jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, 
pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, 
pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya. 
 

27. Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan atau jasa 
yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang 
dan atau jasa yang akan diawasi sesuai program. 

 
 

28. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan 
sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, 
laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen suadaya masyarakat (LPKSM) atau tindak 
lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik 
yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media 
lainnya. 
 

29. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut 
PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Unit 
dan Organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen dibidang perdagangan yang ditunjuk dan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang. 
 

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang 
selanjutnya disebut PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri 
Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat 
sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM. 


